
 

 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Palu diatur 

dalam Perda No. 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Didalam peraturan daerah tersebut disebutkan pada pasal 6 huruf b adalah 

peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di 

seluruh wilayah kota. Dilanjutkan dengan strategi peningkatan ruang 

terbuka hijau itu sendiri disebutkan didalam pasal 7 ayat (2) adalah strategi 

peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional diseluruh wilayah 

daerah. 

Pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau belum 

dilakukan sesuai dengan Perda No. 26 Tahun 2011 tentang RTRW, hal 

tersebut dibuktikan dari jumlah luasan ruang terbuka hijau Kota Palu yang 

masih dibawah 30% dan belum memenuhi syarat luas ruang terbuka hijau 

yang tertulis didalam regulasi. Adapun hambatan yang ditemukan oleh 

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kebijakan RTH tersebut adalah 

keterbatasan anggaran yang saat ini dimiliki oleh Kota Palu. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyertakan saran : 

1. Di dalam meningkatkan implementasi kebijakan penyediaan ruang 

terbuka hijau, maka perlu dilakukan beberapa upaya: 



 

 

 

 

a. Dibangunnya sikap serius, tegas dan berkomitmen sepenuh hati 

didalam diri pemerintah daerah. 

b. Meningkatkan sikap adil didalam diri pemerintah dalam 

melaksanakan suatu kebijakan untuk agar dapat menentukan focus 

pembangunan fisik RTH. 

c. Peningkatan anggaran untuk pelaksanaan ketentuan RTH sesuai 

Perda Kota Palu setelah pemulihan ekonomi dan Kesehatan pasca 

pandemi berakhir. 
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